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PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

HOMOR 10 TAHUN 201t

TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT RHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

| 4 imbang; &. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

tentang Pajek Daerah dan Retribusi ‘Daerah, -yang menetapkan
Retribusi Tempat Khusus Parkir menjadi Retribusi Daergh
dengan Peraturan Daerah;

. ‘bahwa berdasarkan pertimbangan sehagaimana dimsksud dalam

huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi
Tempat Khusus Parkir.,

. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang pembentukan

Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Provinsi
Sumatera Utara (Lembamn Negare. Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1092);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan ‘(Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);

. Undang-Undang Nomor 8 Tehun 1981 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana {Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1981 Nomwor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3209);



4. Undeng-Undeng Nomor 32 Tahun 2004 tentsng Pemerintzhan
Daerah (Lembaran. Negara. Republilc. Indonesia Telvun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
Undang-Undeng Nomor 12 Tehun 20C8 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daersh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan  antara: Pemerintahr Pusat dan Pemerintahan Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
“Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor-4438};

6. Undang-Undang Nomoar .22 Tehun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara: Republik Indonesia: Tahun 2009
Nomor 96, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
.5025);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daersh dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor: 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049); :

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentuksn
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tehun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor ‘5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinasn dan Perigawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Namor 137,

‘Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia “Tahim 2007 Nomor ‘82, ‘Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); _

I1. Peraturan Pemerintah' Nomor 69 Tahun 2010 tentang tata cara
pemberian dan pemanfaatan Insentif ‘pemugutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2010
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. Undang-Undang Nemor 32 Tabun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah {Lexaharan. Negara. Republik Indonesia Tahun 2004 Nomer
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indanesis Nomor 4437)
sebegaimana telah dirubah ‘beberapa kali dan terakhir dengan
Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2008 Nomor

59, Tambahan Lembaran Negara Republik:Indonesia Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara- Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

‘Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia: Tahun 2009
Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5025); | |

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Deerah dan
Retribusi- Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor: 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5049;;

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahurn 2011 Nomor 82, Tambahar Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor -5234);

. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tehun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan P:nyelenggarasn Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 ,

“Tambehan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

. Peratuan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahen antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemncjintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara chublik Indonesia “Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); _

- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang tata cara
pemberian dan pemanfaatan Insentif pemugutan Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2010



Nomor 119, Tambahan Lerobaran Negara Republik Indonesia Nomor
5161);

- ; Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

| BUPATI TAPANULI TENGAH

: MEMUTUSKAN:
B inctapkean:PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS
: PARKIR. - ~

BABI
KETENTUAN UMUM

" Pasall

talam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengar:
I Dacrah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah.
: , Pemerintahan Daeralr adalah penyelenggaraan urusan pemerintzhan oleh
g Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
O | Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-huasnya dalam
sistern dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
. dalam Undang-Undarg Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3 Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan perangkat Daerah sebagai unsur
| penyelenggara Pemerintahan Daerah. |
e ': Dewan Perwakilan Rakyat Daerul:, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah
B Dcwan Perwakian Rakyat Daerah Kabupeten Tepanuli Tengsh yang
¢, merupakan lembaga perwakilan rakyat dacrah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah.
- Bupati adelah Bupati Tapanuli Tengah.,
§° Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah
- "_ sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
*;-; Peraturan Daerah adalah peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah
Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tapanuli Teagah.
Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan,
¢ baik yang meclakukan usaha maupun yang tidak melakuken vsaha yang
i meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan

D
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usaha milik negara (BJUMN], atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan
nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, crganisasi massa, organisasi sosial politik,
atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak
investasi kolektif dar: bentuk usaha tetap.
Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah
sebagai pembayaran atas jasa atau pembeiian izin tertentu yang khusus
disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan
orang pribadi atau Badan.
Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang. .
menyebabkan barang, fasilitas, kemrianfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh
orang pribadi atau Badan. :

- Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan

menganut prinsip-pringip komersial karena pada dasamya dapat pula
disediakan oleh sektor swasta.

Retribusi Tempat Khusus Parkir adelah Pungutan Pemerintah Daerah atas,
pelayanan penyediaan tempax khiusus parkir,

Tempat Khusus Parkir adalah tempat atau areal yang disediakan, dimiliki
dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat khusus Parkir, yang

bersifat temporer, bandara F.L Tobing, pasar/onan, objek Wisata, .dan tempat
khusus lainnya.

Parkir adalah keadaan suatu kenderaan yang tidak bergerak dan atau berhenti

yang sifatnya tidak sementara

Kenderaan Bermotor adalah kenderaan yang d.xgcrakvlm oleh peralatan teknis
yang berada pada kenderaan itu. .

Mobil Bus adalah Setizp Kenderaan Bermotor yeng dilengkapi lebih dari 8
{delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan
perlengkapan pengangkutan bagasi. |

Mobil Barang atau Truk adalah-Setiap Kenderaan Bermotor selain dari yang
termasuk dalam anka 17 yang dipergunakan khusus untuk mengangkut
‘barang,

Parkir Berlangganan adaleh parkir pembaYaran Retribusinya untuk jangka
wakti1 1 (satu) bulan dan/atau 1 {satu} tahun.

Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibken untuk

-melakukan pembayaran Retribusi, termasuk permungut atam pemotong

Retribusi Jasa Usaha,




B ... Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupekan batas
ekt bagi Wajib Retribusi untuk m tkan jasa den perizinan tertentu
dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan
s s at Setoran Retribusi Daerah, yang selan,\umya disingkat SSRD, adalah bukt
B cmbayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan
‘ nenggunakan formulir atau telah dﬂakuk4n dengan cara lain ke kas daerah
‘ “ . i tempat pembayaran yang dihunjuk ?leh Bupati.
Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih payar, yang selanjutnya disingkat
KRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan
: pembayamn Retribus: karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada
i etribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang,
;Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjptnya disingkat STRD, adalah surat
‘untuk melakukan tagihan Retribusi dan/ atau sanksi administratif berupa
' bunga dan/ atau denda. ‘
B Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menglnmpun dan mengolah data,
‘ ";keterangan, dan/atau bukti yang dxlaksanakan secara objektif dan profesionel
b berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
§ kewsjiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka
} melaksanakan ketentuan peraturan perundang -undengan retribusi daerah.
f'.Penyldllcm tindak pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangkaian
' tindakzn yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan
E bukti yang dengan bu kti itu membuat ter&mgE tindak pidana dj bidang retribusi
¢ dacrah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB I |
RETRIBUSI °
Bagian Kesatu [
Nama, Objek dan Golongan Retribusi
|
.. ' 3 Pasal 2 |
e '-4- gan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi pelayanan
{ @ cnyediaan tempat parkir, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan
ferminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daergh.




Pasal 3

ik i;jek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir

i no disediakan, dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.

. ayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh

erintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 4

Bagian Kedua
Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 5

Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi aten Baden yeng
akan/menikmati pelayanan penyediasn tempat khusus parkir yeng

8 ol cimniliki, dan/ataw dikelola ofeh Pemerintah Dacrah,

Pasal &

138

Wi Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang
Pllggunakan /menikmati pelayanan penyediaan tempat khusus parkir, yang
@lliakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daciah.

Ba_ghn Ketiga
Jends, Rincian Qbjek, Kriteria Retribusi

“Pasal 7

At penggunaan pelayanan jasa Tempat Khusus Parkir diukur berdasarkan jenis

YI. erean, jumlah dan waktu pemakaian,



BABII
g PENETAPAN DAN MUATAN RESTRIBUSI
Bagian Kesatu

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi
Pasal 8

' Prinsip dan sasaran dalam penctapan tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan
‘ - pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

) KXeuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalzh
.» keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan
¥ secara cfisien dan berorientasi pada harga pasar.

. Bagian Kesatu
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Peldyanan Parkir

Pasal 9

ktur dan besarnya tarif Retribusi tempat khusus parxir berdasarkan atas
ayanan Parkdr, ditetapkan sebagai berikut:
Khusus Parkir di Bandara F.L Tobing :

B SePSUBINONIE wisosmmanssimamaivimmminiTisssnsitessenitymmaiissinsts Rp. 1.000,-

'~ b. ‘Taksi, Mobil pribaci dan SSEMSIYE w.eeerseesscsrsseesreeesremenns Rp. 2.000,-
1 ¢ .Bus mini.dan SEJenisnya. .....ccceereerrerererroees AR | Rp. 2.000,-
" d. Bus umum, truk dan T S Rp. 3.000,-

e.. Truk gandeng dan SEJEMISIIFA ..uwrrvrerrrssrerrssessassssesessesasens: Rp. 5.000,-

Khusus Parkir ditempat lain tertentu selain Bandara F.L Tobing :
a. Unwk waktu sampai dengan 3 (tiga) jam :
1. SEDOOR TNOIOL icvssssrsssrrsonsirnanirips-sxensitrammmsisasssvrmssnsivIODh 500,-
. Taksi, Mobil pribadi dan sejenisnya ...coveeerveeer. SO Rp. 1.000,-
Bus mini dan SEjenisnya .....verceresieneerrrernresemneeeeRP.  1.500,-

Pl

Bus Umum, Truk dan SEJEiSnye ... veswrssevsessssmmnsss RPe  2.000,-
5. Truk Gandeng dan SEENISNya ..c..rvvvrvreeresrennererernrees RP. 2,500,
b. Untuk waktu sampai dengan 6 (enam) jam:
1, Bepeda MIOOT i.ovssissesarnsivsnrmsassssmsnssisrivmmmmsmssmmsssssene R 1000,




0

‘Taksi, Mobil pribadi dan sejenisnya ...c...eeeesereeeses . Rp. 2.000,-
Bus.minidan.sejmlisnya..- ...................................... Rp. 3.000,- .
Bus Umum, Truk dan s6jenisnya .....c...ceveeeervereneeness RP. 4.000,-
Truk Gandeng dan sejenisnya .. PSR . ¥ 5 6 T
c. Untuk waktu sampai dengan 6 (enam) Jjanu
Sepeda MOLOT «..evverererresssasasrsreseresssasssnssessenssserses RP. 1.000,-
Taksi, Mobil pribadi dan sejenisnya .........ccveeeevvveenere RP. - 2.000,-
Bus mini dan SEJEniSnYa ..uvereresssessrerrsessansssnissaisses Rp. 3.000,-
Bus Umum, Truk dan séjenisriya ........................... Rp. 4.000,-
Truk Gandeng dan SEJENISAYA wevrerrrierrreerrrerreerrrsares Rp. 5.000,-
d. Untuk parkir 1 (satu) hari:
Hepeda TOUOT .vvsimsvsisstissmmertiyssssomminnsisimrnvn iy, SI00"
. Taksi, Mobil pribadi dan sgjenisnya ........ceeeevvereensees Rp.  85.000,-

> W

gaoh W N

1
2
3. Bus minidan SCIEIIBR . iseitsrinimnsssmmssorsonsss T 1000,
4. Bus Umu i, Truk dan sejénisnya Kertansrinineatsisereesseine. INDN: ALUDD =
5

Truk Gandeng dan SEJEMISTYA vveevrerroveersreseesssreneers RP. 15.000,-

Pasal 10
4§ L ktur dan besarnya tarif Retribusi tempat khusus parkir berdasarkan atas parkir
4 erlangoanan, ditetapkan sebagai berikut:

y | Sepedal IOtOT «.ovveiiniiiit e ens s Rp. 13.000,-/bulan

G don/atall i s Rp. 130.000,-/tahun

(O Taksi, mobil pribadi dan/atau SEJENISAYE w..erermrerererens Rp.  25.000,-/bulan
T on/otal oo S— Rp. 250.000,-/tahun

) Bus mini dan SGEniSnya «..vwrmserssnnesssssrsesens et Rp.  35.000,-/bulan

* . ’,; QAN BN ovrvreesvssrmmsiiterineeriismerseisries SR, N E—— Rp. 350.000,-/tahun
T BUS UmUm AN TIUK covoveoeeerecnrsseesnesssessessesssssssssssssssessssessees Rp. 50.000,-/bulan

L dan/atau o, R —— Rp. 450.000,-/tahun
Truk Gandeng dan/atail SEJEniSnya ... uvoeerrereersessercereeses Rp. €5.0N0,-/bulan

1.2

Rp. 600.000,-/tahun




Bagian Ketiga :
Masa Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 11

Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 1 {satv) bulen takwin.

Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
i dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomiari.

8 Penctepan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
¢ dengan Peraturan Bupatfi.

i Peraturan Daerah fentang Retribusi tidak dapat berlaku surut.

" Masa Retribusi Tempat Khusus Parkir, adalah sebagai berikut:

; a. Sampai dengan waktu 3 (tiga) jam;

[ b diatas 3 (tiga) s/d 6 (enam) jam;

¢, diatas 6 (enam) s/d 12 {dua belas) jam atau parkir 1 (satu) hari;.

d. Parkir berlangganan untuk mas 1 (satu) bulan dan/atau 1 (satu) tahun.

BABV
PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Wilayah Pemungutan

S '}: Pasal 12
® _v'busi tempat khusus parkir yang terutang dipungut di Wilayah Dacrah.
E 1 25 ".'
Bagian Kedua
Tata Cara Pemungutan

Pasal 13

Refribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang
. dipersamakan.
‘Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
B berupa karcis, kupon, dan kartu fangganan.

Dalam hal Retribusi dilaksanakan secara bulanan, maka pembayaran Retribusi
! oleh pedagang harus sudah lunas selambatllambatrm tanggal 10 (sepuluh)
B sctiap bulannya,



-Da]am hal Wajib Retribusi tertentu tidak dapat membayar tepat pada waktunya
" atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar
‘f 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau
: kurang cibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. |
! Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemugutan retribusi
} Giatr dengan Peraturan Bupati. o

! Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi
1 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan

Pasal 14

,' Pemanfaatan dari penerimeasn masing-rasing jenis Retribusi divtamakan

3 _; untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan

i pelayanan yang bersangkutan.
; Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana
{ dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Keempat
Keberatan dan Banding

Pasal 15

Wajib Retribusi tertentu dapat: mengajukan keberatan hanya kepada Bupati
atau pejabat yang dihunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
Keberatan diajukan secara tertulis dalam bsghasa Indonesia dengan disertal
{ alasan-alasan yang jelas.

Keberatan harus digjukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak
| tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat
¢ menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di
, luar kekuasaannya.

) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah

L suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
'51 Pengajuan keberatan tidak menunda kewsjiban membayar Retribusi dan
| pelaksanaan penagihan Retribusi, '

-10-



Panal 16

g

| .XY ¢ Bupati dalam: jangka waldtu paling lama 6 (enam) bulan scjek tanggal dan Surat
i Keberatan diterima harus memberi keputusan. atas keberatan yang digjukan
: ] dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
Ketentuan. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan
. ‘kepastian hukurn bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus
R iveri keputusan oleh £ upati.
' Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupe menerima seluruhnya atau
' sebagian,. menolak, ataumenambah besarnya Retribusiyang' terutang.
| Apabila jangka waktu schagaimana dimeksud pada ayat (1) telah lewat dan
Bupati tidek memberi suatu keputusan, ikeberatan yang digjukan tersebut
dianggap- dikabulkan. |

T3
Pasal 17

b Jike pengajuan keberaten dikebulkan sebagian atau sekuruknys, kelebihan
. pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambal imbalan bunga sebesar
| 2% (Qus persen) sebulan uniuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
W Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan

~ I8 pclunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
]
! by
Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan
atau Pengurangan Sanksi Administratif
s Pasal 18
Jf Atas permohonan Wajlb Retribusi atau karena jabatannya, Bupati dapat

: membetulkan SKRD, STRD, SKRDLB yang dalam penerbitannya terdapat
'I' . kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung den/atan kekeliruan penerapan
¢ ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

489 Bupati dapat:

a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi adminis‘ratif berupa bunga,

- denda, dan kenaikan retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-

- undangan retribusi daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena

kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya;

=11
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b. mengurangkan atau membatalkan SKRD, STRD, SKRDLB yang tidak benar;
§ c mengurangkan ata'l membatalkan STRD;
| 4. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan retribusi yang dilaksanakan

atau diterbitkan tidak sesuai dengen tata cara yang ditentukan; dan

e. mengurangkan ketetapan retribusi terutang berdasarkan pertimbangan

kemampuan membayar Wa31b Retribusi atau kondisi tertentu objek retribusi.
Ketentuan 'lebih lanjut mf=ngena1 tata cara pengurangan atau penghapusan
sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 19

Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan
permchonan penger.ibalian kepada Bupad,

Bupati dalam jangka walifu paling lama 12 (dua belas) bulan, sgjak diterimanya
permohonan pengembaiian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.

Bupati dalarn jangka wakta peling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana
dimeksud pada ayat (1), harus memberikan Keputusan,

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah
dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan
pengembalian pembayarar. Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus
diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang Retribusi lamnya, kelebihan
pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1} langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih datulu utang Retribusi tersebut.

Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterhitkannya
¢ SKRDLB.

) Jika perigembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelsh lowat 2

(dua) bulan, Bupati memberikan imbalan buriga sebesar 2% (dua persen)

B sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pernbayaran Retribusi.
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BAB VI
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 20

B ... unok melakukan penaghan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah

melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi,

.. kecusli apabila Wajib Retribusi melakukan tindek pidana di bidang Retribusi.

B Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

, tertangguh apabila:

a. diterbitkan Surat Teguran; atau

b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun
tidak langsung.

huruf a, kedaluwarsa penegihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat
Teguran tersebut.

: , ) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih

- mempuyal utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah

Daerah.

di .4) Pengakuan -atang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau
penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Lasal 21

B (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin dxtag;h lagi karena hak untuk melakukan
B penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

: &2 Bupati menetapkan Keputusan ‘Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah

| kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
¥ (3 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang
f  sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati. |
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BAB VI
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 22

Bupati bterwenang melokukan pemeriksaan wntfuk menguji  kepatuhan
pemenuhen kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan
perundang-undangan Retribusi Daerah.

Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catetan, dokumen yang
menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek
Retribusi yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki terapat atau ruangan yang
dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
dan/atau '

c. memberikan keterangan yang diperiukan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retiibusi diatir dengan

Peraturan Bupati.

BABIX
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 23
Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak den Retribusi dapat diberi
insentif atas dasar pencapaian kiﬁezja tertentu.

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan Insentif
sebagaimana dimaks: d pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan
berpzdoman kepada Peraturan Pemerintah.

BAB X
PENYIDIKAN

Pasal 24
Pejabat Pegawai Neger: Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi

wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana

e



di bidang Retribusi Daereh, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Hukum Acara Pidana.

Penyidik sebagaimana limaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri

sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang

berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi
atau Bedan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan schubungan
dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak
pidana di bidang Retribusi Daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukt pembukuan,
pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan
bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan
tindal: pidana di bidang Retribusi Dacrah; ‘

g menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan
atau tempat pada saat pemecriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang, benda, dan/atau dokumeﬁ yang dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

i memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan; dan/atau

melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak

pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya

penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum

melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Huxum Acara Pidana.
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BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

W) Wajib Revibusi yang tidek meiaksanakan kewsfibannya sehingga meruglen
8 euangan deerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tige) bulan atau
pidana denda. paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak
; atau kurar.g bayar.
. @¥ ) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat(1), merupakan pelanggaran.

Pasal 26

8 Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), merupakan penerimaan
; Negara.
0
BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27
; Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, retribusi yang masih terutang berdasarkan
2§ Peraturan Daerah tentang Retribusi tempat khusus parkir, sepanjang tidak diatur
;_?  dalam Peraturan Daereh ini masih dapat ditagih selana jangka waktu 5 (lima) tahun
1 terhitung sejak saat terutang.

BAB XIIT
KETENTUAN PENUTUP

Pagal 28

(@ Dengan Dberlakunya peraturan daerah ini, maka Peraturan daersh Kabupaten
: Tapanuli Tengah Nomor 12 tahun 2007 tentang ‘Retribusi Parkir di Tepi Jalan
{8 Umum, dicabut dan dinyatakan tidek berlaku,

E Pagal 29

L

' .' Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis peleksanaan Peraturan Daerah ini diatur
48 dengan Peraturan Bupati.




Pasal 30 .
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

i Agar setiap crang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daergh
¥ ini dengen penempatannya dalam Lembaran Daerah ‘Kabupaten Tapanuli Tengah.

Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 1 Desember 2011
BUPATI TAPANULI TENGAH

ttd

o RAJA BORARAN SITUMEBANG
\ i3

§ Diundangkan di Pandan
Pada tanggal 1 Desember 2011

" WERSSEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

| DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH NOMOR 10 TAHUN
§2011 SERI C
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PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

PENJELASAN UMUM

Bahwe. dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahaan Daerah dan terbitnya Undeng-Undang Nomor 28 Tahun 2009
Tentang Pajak Dacrah dan Retribusi daerah wituk itu dalam peningkatan
Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah
berkewenangan untuk mengaturnya dalam peraturan daerah tentang
Retribusi tempat Khusus Parkir.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Dengan nama Retribusi Ternpat Khusus Parkir dan dengan pelayanan
petugas parkir untuk mengatur tempat perparkiran maka dapat dikutip
Retribusi Khusus Parkir dari Subjek Parkir.
Pasal 3 '
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal €
Cukup jelas
Pasal 7
~ Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal S
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Cukoap jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pesal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas

" Pasal 18

Cuakup jelas
Pasal 19

Cukup jelas
Pasal 20

Dalam suatu hal kedaluwarsanya penangihan Retribusi apabila hak untuk
melalcukan penagihan tersebut telah melampaui waktu 3 (tiga) tahun
terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi
melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
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Apebila ketentuan dalam Peraturan Daerah tentang retribusi tidak di
indshkan oleh Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya
sehingga merugikan kcuangén daerah diancam pidana kurungan paling
lama 3 (tiga) bulan. |

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Culkup jelas

TAMBAH LEMBARAN DALRAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
TAHUN 2011 NOMOR 10
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